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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungs
yang dipercayakan Kkep ada setiap instansi
pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan
komponen da ri prinsp "good governance" yang
menjadi persyaratan bagi setiap instans, dalam
upaya mewu judkan vis dan misi Lembaga yang
selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan deng an
itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Sistem
Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun
2023 dimaksudkan untuk melaporkan secara
transparan penggunaan seluruh sumb er daya yang
menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (B SN) kepada semua pihak
yang b erkep entingan.

Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian
Kesesuaian Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja tahun keempat Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 -2024.
Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 telah mengacu kepada Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan
Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Sistem Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN
serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020 -2024.

Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian
Kesesuaian Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang
bermanfaat dan umpan b alik bagi perbaikan dan p eningkatan kinerja bagi
organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang.

Tangerang Selatan, 15 Januari 2024
Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian
Kesesuaian,

Konny| Saga la
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memiliki tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang
pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan
Penilaian Kesesuaian telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan 6 (enam)
sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan
perwujudan pelaksanaan Program Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada
Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar
dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2023

Sasaran Indikator Kinerja Target | Realisasi %
Capaian*)
1. Meningkatnya 1. Persentase SNI yang
penggunaan SNI ditetapkan skema 20 % 20,8 % 104 %
dalam kegiatan sertifikasinya
Standardisasi dan 2. Persentase penggunaan SNI
Penilaian Kesesuaian sebagai dasar persyaratan 68 % 68 % 100 %
(SPK) regulasi
3. Persentase pemanfaatan
hasil perundingan 40 % 49 % 123 %
internasional dalam kegiatan
SPK
4. Persentase Instansi
Pemerintah dengan tingkat 53 % 90 % 170 %
maturitas minimal 2
2. Meningkatnya produk 5. Persentase produk ber -SNI
SNI yang diekspor yang meningkat akses 20 % 20 % 100 %
pasarnya
3. Meningkatnya produk 6. Persentase kesesuaian produk
ber SNI yang dimonitor bertanda SNI yang
kesesuaiannya memenuhi persyaratan SNI 61 % 61 % 100 %
terhadap persyaratan
SNI
4. Meningkatnya 7. Persentase penyelesaian
efektifitas dan efisiensi penerbitan lisensi tanda SNI 100 % 100 % 100 %
sesuai target waktu

202 3| Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian



Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %
Capaian*)
penyelenggaraan
layanan penerbitan
lisensi tanda SNI
5. Terlaksananya 8. Persentase pelaksanaan RB
Reformasi Birokrasi dan Deputi Bidang PSPK di lingkup 93 % 99 % 106%
Akuntabilitas Kinerja Direktorat SPSPK
Deputi Bidang PSPK di 9. Nilai Evaluasi Pelaksanaan
lingkup Direktorat SPSPK A!(Uhtabilitas Kihgrja Depulti 795 87 120 %
Bidang PSPK di lingkup
Direktorat SPSPK
6. Terwujudnya 10. Nilai kinerja anggaran di
pengelolaan anggaran lingkup Direktorat SPSPK
yang efektif dan efisien 95 102,94 108%
di lingkup Direktorat
SPSPK
Rata-rata capaian Tahun 2023 113 %
*) untuk kepentingan perhitungan rata -rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja di Direktorat Sistem Penerapan Standar dan
Penilaian Kesesuaian, seluruhnya telah dilaksanakan dan mencapai target dengan
capaian kinerjarata -rata 100%.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, pada tahun 2023 Direktorat Sistem
Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengelola pagu  awal sebesar Rp.
2.722.567.000,- dan pagu telah direvisi sampai di akhir tahun 2023 menjadi sebesar Rp.
2.419.277.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.418.589.266,- atau mencapai 99, 97%.

Sebagai langkah efisiensi sumber daya pada tahun 2023 beberapa kegiatan
dilakukan dengan daring serta peningkatan layanan berbasis digital, sehingga
mengurangi biaya belanja bahan, belanja perjalanan dan belanja narasumber.

Selain itu, sebagai upaya efektifitas pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sinergi
dan kolaborasi antar unit kerja dan atau lintas instansi antara lain

i Kementerian Perdagangan dalam fasilitasi penyampaian posisi Indonesia pada
Sidang Komite TBT WTO dalam bentuk relay sidang  Maret 2023, narasumber dalam
kegiatan webinar peningkatan akses pasar produk ber -SNI keikutsertaan dalam
kegiatan bilateral , regional dan multilateral meeting  serta business matching dalam
rangka perubahan ruang lingkup IECEE CB scheme NCB .

i Kementerian Perindustrian dan BPJPH dalam koordinasi penyampaian posisi Indonesia
terkait dengan STC Defensif pada Sidang Komite TBT WTO.
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Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dalam kolaborasi
pelaksanaan kegiatan seminar fasilitasi ekspor untuk meningkatkan akses pasar
produk ber -SNI

Biro Keuangan dan Umum  dalam fasilitasi penyampaian posisi Indonesia pada Sidang
Komite TBT WTO dalam bentuk relay sidang November 2023.

Pusat Pengembangan SDM SPK dalam kegiatan training untuk meningkatkan
kompetensi personel internal BSN.

Biro SDMOH, bagian hukum dalam koordinasi penanganan permintaan saksi ahli
bidang SPK.

Biro Pusat Data dan Informasi dalam pengelolaan website tbt.bsn.go.id.

Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN dalam mendukung kegiatan evaluasi tata Kelola SPK
di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah / Provinsi.

Seluruh unit kerja di BSN dalam keikutsertaan personel sebagai perwakilan tim

penanganan pemenuhan kewajiban internasional bidang SPK , penyusunan skema
penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, kebijakan penunjukan LPK,
fasilitasi penyusunan regulasi teknis dan pemutakhiran daftar SNI wajib , serta

Verifikator kegiatan evaluasi tata Kelola SPK di Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah / Provinsi
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BAB | PENDAHULUAN

.1 LATAR BELAKANG

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan

Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi . Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan
kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam
mencapai tujuan/sasaran strategis ins  tansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LK]) tersebut
juga menjadi kewajiban Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian
Kesesuaian, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional
(BSN).

Capaian kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian
Kesesuaian memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Deputi Bidang Penerapan
Standar dan Penilaian Kesesuaian dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh
karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan
Penilaian Kesesuaian merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan
Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023.

.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional yang terakhir diubah
dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021, tugas
Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah melaksanakan
penyusunan Kkebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang

pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan p enilaian
kesesuaian.
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Sistem Penerapan Standar

dan Penilaian Kesesuaian menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan Kkebijakan di bidang pengembangan skema
penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan
standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan
penilaian kesesuaian
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2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di

penilaian kesesuaian

bidang pengembangan skema
penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan
standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan

3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan skema
penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan
standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan

penilaian kesesuaian, serta pemenuhan kewaj
4. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban

iban internasional; dan
internasional

di bidang

pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian
kesesuaian.
Struktur Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dapat

dilihat pada gambar berikut

Kepala BSN

Sekretaris Utama

Deputi DepSLigrijzr:eerEan Deputi Standar
Pengembangan Penilaian Deputi Akreditasi Nasional Satuan
Standar T Ukuran

I
[ |
Direktorat Sistem Direktorat Penguatan
Penerapan Standar dan Penerapan Standar dan
Penilaian Kesesuaian Penilaian Kesesuaian
[
[ I I ]
Tim Tim Sistem Tim Pengendalian Tim Pemenuhan
Pengembangan Pemberlakuan Penerapan Standar Kewajiban
Skema Penerapan Standar Wajib dan dan Penilaian Internasional Bidang
Standar Sukarela Penilaian Kesesuaian Kesesuaian Standar dan
dan Penilaian Penilaian Kesesuaian
Kesesuaian
Gambar 1.1

Struktur Organisasi Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
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1.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31
Desember 2023 Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 38 (tiga puluh
delapan) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1
Personel ASN Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
: Jenjang Pendidikan Jumlah
No Uraian S1 = 3 Orang
Direktur Sistem Penerapan Standar dan
1. o . 1 - - 1
Penilaian Kesesuaian
5 Tim Pengembangan Skema Penerapan 4 3 1 8
" | Standar Sukarela dan Penilaian Kesesuaian
Tim Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan
3. . . 8 3 1 12
Penilaian Kesesuaian
Tim Pengendalian Penerapan Standar dan
4, o . 5 2 - 7
Penilaian Kesesuaian
Tim Pemenuhan Kewajiban Internasional
5. | Bidang Standar dan Penilaian Kesesuaian 5 4 - 9
Jumlah 24 12 2 37

1.4 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi
dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini. Terutama dalam hal
peningkatan kualitas produk melalui standardisasi ini akan mampu menghasilkan
produk yang berdaya saing sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian
masyarakat dan meningkatkan ketahanan ekonomi rakyat.

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai
peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu penyusunan,
pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi kebijakan nasional di bidang
penerapan standar dan penilaian kesesuaian berdasarkan rencana pembangunan
nasional. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Sistem Penerapan
Standar dan Penilaian Kesesuaian telah mengidentifikasi potensifisu strategis,
permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang telah d ilakukan dalam
mendukung pelaksanaan fungsi BSN.
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Tabel I.2

Potensi/lsu Strategis dan Permasalahan
Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

POTENSI/
ISU STRATEGIS

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

. Ditetapkannya Undang
Pengganti Undang

-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang

5 tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Usaha berbasis Resiko, PP 7 tahun 2021 tentang

Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan KUKM

Penilaian Kesesuaian
resiko.

. Diharapkan

peran

(SPK) dapat mendukung penyelenggaraan perizinan usaha berbasis

Beberapa aturan yang terkait

dengan penerapan SNI
secara sukarela perlu
didet ailkan dan
perkembangan peraturan

perundang -undangan terkait
kemudahan berusaha,
perlindungan,
pemberdayaan koperasi dan
usaha mikro, kecil, dan
menengah

Skema sertifikasi yang
ditetapkan oleh K/L dalam
regulasi teknis masih dinilai
menghambat perdagangan
(tidak efektif dan efisien)

Potensi duplikasi aturan dan
kewenangan dalam
Implementasi UUCK dan
aturan turunannya

Pengendalian penerapan
SNI dilakukan dengan

Diperlukan reviu aturan -aturan
tentang tata cara penggunaan

tanda SNI dan tanda kesesuaian
berbasis SNI yang mengacu kepada
skema penilaian kesesuaian dan
perkembangan peraturan
perundang -undangan terkait
kemudahan berusaha, perlindungan,
dan pemberdayaan koperasi dan
usaha mikro, kecil, dan menengah

Pengembangan dan implementasi
penerapan SNI Bina UMK dalam
rangka mendukung UU No. 11 tahun
2020

penyusunan rancangan pedoman
pemilihan metode penilaian
kesesuaian dalam regulasi teknis
berbasis resiko produk.

Berpartisipasi aktif dalam penyusunan
rancangan pengawasan penerapan
Penyelenggaraan Perizinan Usaha
berbasis Resiko

Review dan koordinasi aturan UUCK
dan turunannya.

Rekomendasi hasil produk bertanda
SNisecara spesifik disampaikan ke
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Standardisasi dan




POTENSI/

ISU STRATEGIS PERMASALARAN

TINDAK LANJUT

monitoring dan uji petik
produk bertanda SNI. Hasil
monitoring dan uji petik
menunjukkan masih belum
konsistennya kesesuaian
produk bertanda SNI yang
beredar di pasar terhadap
persyaratan SNI.

- Masih rendahnya penerapan
SNI Bina UMK pada produk
UMK

LSPro, KAN, pelaku usaha dan
Kementerian/ Lembaga terkait untuk
dapat ditindaklanjuti sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Monitoring penerapan SNI Bina UMK

2. Kebijakan nasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),

circular economy dan penurunan emisi

karbon terhadap lingkungan diharapkan dapat meningkatkan kembali daya saing dan aspek

K3 bagi seluruh stakeholder . Salah satu upaya peningkatan daya saing usaha dan K3L bagi
pemangku kepentingan dilakukan melalui penerapan standar yang telah dilakukan pada tahun

2022 yaitu pada sektor prioritas seperti penerpaan SNI sektor usaha pariwisata, sektor pertanian

dan perkebunan, kriteria ekolabel, permesinan dan sektor jasa melalui sertifikasi SNI. Diluar hal
tersebut masih banyak sektor lain  nya yang perlu didukung.

- SNI yang ditetapkan belum
tentu dapat diterapkan
sepenuhnya terutama bagi
UMK sehingga menghambat
kegiatan sertifikasi

- Perlunya pengaturan tentang
tata cara pengembangan
skema PK untuk mendukung
kebutuhan stakeholder

SNI yang ditetapkan belum
sepenuhnya didukung oleh
LPK yang terakreditasi oleh
KAN

- Pengembangan skema PK dengan
mempertimbangkan kemudahan
proses bagi UMK dalam
menerapkan/sertifikasi SNI bagi UMK

- Telah disusunnya Perka BSN Nomor 9
Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penyusunan Skema Penilaian
Kesesuaian

- Proses Penunjukkan LSPro berkoordinasi
dengan fasilitasi pembinaan LPK dalam
pemercepatan proses sertifikasi SNI

3. Keketuaan ASEAN untuk bidang Standar dan Penilaian Kesesuaian (STRACAP)

Belum ada peta jalan untuk
harmonisasi standar di ASEAN
yang mendukung implementasi
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs)

- Salah satu Priority Economic Deliverable
(PED) bidang STRACAP yang ditetapkan
dalam rangka keketuaan ASEAN 2023
dimana BSN sebagai chair ACCSQ
adalah roadmap/peta jalan
harmonisasi standar ASEAN untuk
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POTENSI/
ISU STRATEGIS

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

mendukung implementasi Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGS).

Pengesahan PED pada tanggal 30
November 2023 oleh Chair AEM (Menteri
Zulkifli Hasan o} Kementerian
Perdagangan) untuk proses
pengesahan di level AEM.

4. Sinergi prioritas untuk memastikan bahwa kepentingan Indonesia dapat diwujudkan di forum
bilateral (negosiasi (ICA -CEPA, IEUCEPA, IUEACEPA) dan implementasi (IA -CEPA dan IEFTA
CEPA)), regional (ASEAN, ASEAN+1, RCEP) dan multilateral (WTO TPR, TFA). Keter libatan aktif
dalam forum -forum ini tidak lain untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan
pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan akses pasar dan perlindungan kepada industri

dan konsumen nasional.

BSN melalui Direktorat SPSPK menjadi lead negotiat

or dalam

perundingan perdagangan internasional bidang SPK. Indonesia saat ini telah memiliki beberapa
perjanjian bilateral dan regional terkait standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian
(STRACAP. Direktorat SPSPK juga memfasilitasi peningkatan eksp or produk Indonesia ke negara

mitra termasuk menjaga agar produk

kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

-produk dari negara mitra masuk ke Indonesia memiliki

Penyusunan posisi Indonesia
untuk perundingan
perdagangan internasional
(FTA/CEPA/PTA) bidang SPK
masih belum mendapatkan
dukungan yang optimal dari
institusi/pelaku usaha terkait

Hasil kesepakatan bidang
SPK di dalam perjanjian
FTA/CEPA/PTA untuk
memfasilitasi perdagangan
belum dimanfaatkan secara
optimal

Koordinasi unit internal BSN
dalam mendukung
penyusunan posisi dan
pemanfaatan hasil
kesepakatan internasional
masih perlu ditingkatkan

Penguatan sinergi dan koordinasi
dengan KI/L terkait, Asosiasi dan
internal BSN dilakukan melalui rapat
koordinasi dan komunikasi melalui
media yang ada secara intensif
sebelum dan sesudah perundingan
berlangsung

Peningkatan koordinasi dan
komunikasi dengan K/L, asosiasi dan
internal BSN dalam merumuskan
program kerja dalam rangka
pemanfaatan implementasi hasil
perjanjian perdagangan internasional
di bidang SPK

5. Ditetapkannya Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
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ISU STRATEGIS

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

Tahun 2020-2024,
Kesesuaian

diharapkan dapat dirperkuat melalui Sistem Standardisasi dan Penilaian

Indonesia menghadapi
darurat Narkoba , K/L dan
LPNK yang mempunyai tugas
dan fungsi dalam membina

dan mengawasi Lembaga
penyelenggaraan layanan
rehabilitasi bagi orang
dengan gangguan
penggunaan NAPZA
menyampaikan kendala
pemenuhan persyaratan

penerapan SNI 8807:2019

Perlunya penguatan tata

kelola lembaga
penyelenggaraan layanan
rehabilitasi bagi orang
dengan gangguan

penggunaan NAPZA dalam
menerap kan SNI 8807:2022
sebagai salah satu langkah
pelaksanaan Rencana AKsi
Nasional P4GN yang perlu
didukung dengan
tersedianya skema sertifikasi

Perlunya kebijakan nasional
terkait penerapan SNI wajib
bagi lembaga
penyelenggaraan layanan
rehabilitasi bagi orang

- Mengembangkan

skema  sertifikasi
8807:2022 yang digunakan LPK untuk
menilai layanan lembaga rehabilitasi

bagi orang dengan  gangguan
penggunaan NAPZA dalam rangka
mendukung Rencana Aksi Nasional
Pencegahan dan  Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun
2020-2024

Melakukan penilaian kompetensi LPK
untuk mempercepat proses sertifikasi
melalui kegiatan penunjukan LSPro
lingkup jasa (telah  dilaksanakan
penunjukan LSPro PT Sucofindo)

Berpartisipasi aktif dalam rapat
koordinasi kebijakan nasional yang
dikoordinir oleh Kemen PMK terkait
kebutuhan SNI, penerapan SNI, skema
sertifikasi dan rencana mewajibkan SNI
8807:2022

- Berpartisipasi aktif dalam membantu K/L

menyusun RIA dalam rencana
mewajibkan SNI 8807:2022
Publikasi dan penetapan PNRT 2024
sebagai skala prioritas penyusunan
regulasi teknis berbasis SNI

Pro aktif berkolaborasi dengan
Direktorat Penguatan Penerapan
Standar dan Penilaian Kesesuaian
dalam kebutuhan pembinaan lembaga
penyelenggaraan layanan rehabilitasi
bagi orang dengan gangguan
penggunaan NAPZA
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ISU STRATEGIS

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

dengan gangguan
penggunaan NAPZA

6. Direktorat SPSPK melaksanakan fungsi penyiapan penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan di bidang Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian

dalam lingkup memfasilitasi pemberlakuan SNI secara wajib melalui Program Nasional

Teknis sesuai dengan ketentuan GRP dan RIA.

Regulasi

Kurangnya pemahaman dan

awareness Regulator dalam
penyusunan Analisis dampak
regulasi teknis dan tata cara

pengusulan PNRT

Peraturan pemberlakuan SNI
secara wajib yang

ditetapkan oleh K/L terkait
belum sepenuhnya sesuai
dengan GRP

Acuan SNI yang digunakan
dan ketersediaan LPK belum
dipertimbangkan dalam
usulan rencana PNRT.
Adanya usulan ST dan PTC
dalam PNRT

SNItermutakhir belum
digunakan sebagai acuan
SNI dalam regulasi
pemberlakuan

Masih banyaknya
kebingungan stakeholder
terkait informasi status
penerapan SNI dan
ketentuan pemberlakuan SNI
wajib

- Koordinasi Penyusunan Analisis dampak

regulasi teknis dan seminar RIA bagi
Kementerian/LPNK terkait selaku
regulator.

Pelaksanaan Koordinasi fasilitasi
pembahasan rancangan regulasi teknis
dan revi u skema sertifikasi sesuai PBSN 7
dan 8 Tahun 2020 dengan melibatkan
seluruh komponen stakeholder

termasuk pelaku usaha

Awareness terkait lingkup PNRT sesuai
PBSN 7 Tahun 2020, informasi
penerapan SNI termutakhir, masa
transisi SNI, lingkup LPK terakreditasi,
dan skema yang ditetapkan BSN dalam
rencana pemberlakuan SNI secara
wajib

Sinkronisasi usulan revisi SNI dalam PNPS
digunakan sebagai acuan SNI dalam
revisi regulasi teknis.

Sosialisasi dan penyelesaian
permasalahan Penerapan SNI secara
wajib kepada stakeholder terkait.

7. Direktorat SPSPK melaksanakan fungsi BSN sebagai
WTO, memainkan peran penting bersama KL untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia

khususnya dalam mengurangi hambatan teknis perdagangan untuk produk

diekspor ke negara lain

Notified Body dan Inquiry Point di forum TBT-

-produk yang
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Regulasi yang dinotifikasi
sering mendapatkan
oconcern 0 dar i
anggota TBT WTO lainnya

Pemberlakuan  kebijakan

non tarrif terkait dengan

standar, regulasi teknis dan

penilaian kesesuaian
negara anggota WTO

(khususnya EU terkait
dengan RED) yang
menghambat ekspor CPO

Indonesia

Rendahnya kepedulian dan
partisipasi aktif stakeholder

19 regulasi teknis telah dinotifikasi ke
Komite TBT WTO, terdiri dari 14 notifikasi
regular dan 5 notifikasi addendum

8 STC ofensif telah disampaikan pada
sidang TBT WTO sebagai specific trade
concern bulan Maret, Ju ni dan
November vyaitu kebijakan restriktif
India yakni Viscose Staple Fibres (QCO)
2022, Pneumatic tyres and tubes for

automotive vehicles, hambatan
ekspor produk chemical and
petrochemical substances , Geo

textiles (QCO) 2022 & protective textile
(QCO) 2022, dan medical textiles
(QCO) 2023; kebijakan Uni Eropa yaitu
penurunan maximum residue levels
(MRL) pestisida clothianidin and
thiamethoxam pada beberapa
produk pertanian, Shipments of waste
and amending regulation, serta
certain commodities and products
associated with deforestation and
forest degradation and repealing
regulation.

2 STC defensive telah disampaikan
pada sidang TBT WTO yaitu kebijakan
Jaminan Produk Halal dan regulasi
turunan halal, PP No. 28 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang
Perindustrian

Dilakukan analisis bidang SPK dan
memberikan masukan  substantif
terhadap posisi Indonesia dalam
memperjuangkan tuntutan Indonesia

dalam kasus sengketa CPO (DS 593)
dengan Eropa

Telah dilakukan 1 6 analisis regulasi
yang berpotensi menghambat
perdagangan, dan telah dibahas
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dalam mengakses regulasi
teknis negara lain

dalam rapat Kelompok Kerja Komnas
Hambatan Teknis Perdagangan
Tanggapan terhadap 57 enquiry telah
disampaikan kepada negara mitra
dagang sehingga memastikan pelaku
usaha Indonesia tidak terhambat
dalam melakukan ekspor

Pembaharuan tampilan dan fitur pada
website TBT WTO Indonesia
(tbt.bsn.go.id)

Telah dilakukan pelatihan
pemanfaatan aplikasi ePing alert
sstem WTO kepada asosiasi dan
pelaku usaha dalam webinar ekspor
produk ber -SNI
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BAB || PERENCANAAN KINERJA

1.1 PERENCANAAN STRATEGIS
[1.1.1 Visi dan Misi

adan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus
bekerja secara bersama -sama dan saling bersinergi dengan seluruh
Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan di bawah
kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan
visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18
Tahun 2020 tentang Ren cana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga
(K/L) hanya memilik i1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020 -2024 yaitu
oTerwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan

Gotong Royong 6 . Hal i ni berarti bahwa vi si BSN

Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN
Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

VISI

o0oBadan Standardisasi Nasional yang Andal ,
dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan
Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan

BerkepribadianBer | andaskan Gotong Royong. 0

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya
strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor
pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian
secara komprehensif dan terintegra  si untuk menciptakan produk Indonesia
terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam
mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan
Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima)
tahun (2020 -2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.

2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
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5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh
warga.

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi
secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang
Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi
Nasional yang tertuang dala  m Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

MISI

oPenguatan Struktur Ekonomi yang Prondlaikkti f, M
Pengel ol aan Standardisasi dan Penilaian

Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan :

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan
responsif terhadap perubahan,

2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)
secara komprehensif dan menyeluruh,

3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi
pada kompetensi, konsistensi dan imparsialitas serta keberterimaan global.

4. Mengelola Sandar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)untuk menjamin ketertelusuran
pengukuran nasional ke Sistem Internasional.

5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian
kesesuaian berbasis modal manusia.

6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai road  map reformasi birokrasi nasional.

[1.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu -isu dan analisis
strategis, serta mengara hkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan
kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga
untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan
dirumuskan berdasarkan visi dan mis i organisasi.

Tujuan Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
mengacu pada tujuan BSNTahun 2020-2024 yang telah selaras dengan Renstra BSN
2020-2024 adalah sebagai berikut:
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TUJUAN

Tujuan Indikator Tujuan
Terlaksananya tata Kelola SPK di Index Penerapan Tata Kelola SPK
organisasi pemerintah dengan target sd 2024 sebesar 70%

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi PSPK maka dijabarkan
dalam sasaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian yang
disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Direktorat Sistem Penerapan
Standar dan Penialain Kesesuaian sebagai berikut:

1. Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian (SPK)

2. Meningkatnya produk SNI yang diekspor

3. Meningkatnya produk ber SNI yang dimonitor kesesuaiannya terhadap
persyaratan SNI

4. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan penerbitan
lisensi tanda SNI

Sasaran merupakan sasaran di lingkungan Direktorat Sistem Penerapan
Standar dan Penilaian Kesesuaian  selaku unit teknis di lingkungan BSN. Direktorat
Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dituntut agar dapat mengikuti
perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas,
produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian harus dapat dinilai
dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target
dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome .

Sasaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra Direktorat Sistem Penerapan
Standar dan Penilaian Kesesuaian  Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
di lingkungan BSN adalah sebagai berikut:

SASARAN

Sasaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sesuai
Renstra Tahun 2020-2024 dan IKU di lingkungan BSN terkait Direktorat Sistem
Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.
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Sasaran

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Meningkatnya penggunaan
SNI dalam kegiatan
Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian (SPK)

Persentase SNI yang ditetapkan skema
sertifikasinya

Persentase penggunaan SNI sebagai dasar
persyaratan regulasi

3. Persentase pemanfaatan hasil perundingan
internasional dalam kegiatan SPK

4. Persentase Instansi Pemerintah dengan
tingkat maturitas minimal 2

2. Meningkatnya produk SNI 5. Persentase produk ber -SNI yang meningkat
yang diekspor akses pasarnya
3. Meningkatnya produk ber 6. Persentase kesesuaian produk bertanda SNI

SNI yang dimonitor
kesesuaiannya terhadap
persyaratan SNI

yang memenuhi persyaratan SNI

4. Meningkatnya efektifitas 7. Persentase penyelesaian penerbitan lisensi
dan efisiensi tanda SNI sesuai target waktu
penyelenggaraan layanan

penerbitan lisensi tanda SNI

Sasaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
mengacu pada Perubahan kedua Renstra BSN 2020 -2024 dan Indikator Kinerja Utama
BSN Tahun 2023, sebagai tindak lanjut dari P eraturan BSN Nomor 29 Tahun 2021 dan
penyesuaian sasaran strategis untuk pencapaian visi dan misi BSN agar lebih
komprehensif. Sasaranini juga telah diakomodir dalam rencana kerja direktorat tahun
2023.

1.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara
atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada
sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan
instansi peme rintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja  Direktorat Sistem Penerapan Standar dan
Penilaian Kesesuaian T ahun 2023 yang telah selaras dengan IKU di lingkungan BSN
terkait Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan
sasaran, indikator kinerja dan target.
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Tabel 1.1
Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Tahun 2023
. . Target
Sasaran Indikator Kinerja 2023
1. Meningkatnya 1. Persentase SNI yang ditetapkan 20%
penggunaan SNI skema sertifikasinya
dalam kegiatan 2. Persentase penggunaan SNI 68%
Standardisasi dan sebagai dasar persyaratan regulasi
Penilaian Kesesuaian 3. Persentase pemanfaatan hasil 40%
(SPK) perundingan internasional dalam
kegiatan SPK
4. Persentase Instansi Pemerintah 53%
dengan tingkat maturitas minimal 2
2. Meningkatnya produk 5. Persentase produk ber -SNIyang 20%
SNI yang diekspor meningkat akses pasarnya
3. Meningkatnya produk 6. Persentase kesesuaian produk 61%
ber SNI yang bertanda SNI yang memenuhi
dimonitor persyaratan SNI
kesesuaiannya
terhadap persyaratan
SNI
4. Meningkatnya 7. Persentase penyelesaian 100%
efektifitas dan efisiensi penerbitan lisensi tanda SNI sesuai
penyelenggaraan target waktu
layanan penerbitan
lisensi tanda SNI
5. Terlaksananya 8. Persentase pelaksanaan RB Deputi 93%
Reformasi Birokrasi Bid. PSPK di lingkup Dit. SPSPK
dan Akuntabilitas
Kinerja Deputi Bid. 9. Nilai Evaluasi pelaksanaan 72,5
PSPK di lingkup Dit. akuntabilitas kinerja Deputi Bidang
SESEK PSPK di lingkup Dit. SPSPK
6. Terwujudnya 10. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup 95
pengelolaan Dit. SPSPK
anggaran yang
efektif dan efisien di
lingkup Dit. SPSPK
Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Sistem Penerapan
Standar dan Penilaian Kesesuaian pada tahun 2023 menetapkan sebanyak 6 (enam)

sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk
mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Sistem
Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam
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1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk RO
(Rincian Output) yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Standardisasi Nasional —melalui :

1. Kegiatan Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
(3561), yang terdiri dari KRO dan RO sebagai berikut:

a. Kilasifikasi Rincian Output (KRO): Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan
UMKM (3561.ABK) dengan Rincian Output (RO) yaitu Harmonisasi Regulasi
Berbasis Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (3561.ABK.001)

b. Kilasifikasi Rincian Output (KRO): Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan
(3561.ABL) dengan Rincian Output (RO)  vyaitu Tata Kelola SPK pada Organisasi
Pemerintah (3561.ABL.001)

c. Kilasifikasi Rincian Output (KRO): Forum (3561.AEB) dengan  Rincian Output
(RO) antara lain:

1) Fasilitasi Forum Negosiasi Regional dan Implementasi Kesepakatan di
bidang SPK (3561.AEB.001)
2) Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan (3561.AEB.002)

d. Kilasifikasi Rincian Output (KRO): Pelayanan Publik lainnya (3561.BAH) dengan
Rincian Output (RO) vyaitu Layanan SPPT SNI (3561.BAH.001)

e. Kilasifikasi Rincian Output (KRO): Pengawasan dan Pengendalian Produk
(3561.BIA) dengan Rincian Output (RO) vyaitu Pengendalian Penerapan SPK
(3561.BIA.001)

f. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Forum (3561.PEB) dengan R incian Output
(RO) an tara lain:

1) Peningkatan Akses Pasar melalui Negosiasi Perdagangan Internasional
(3561.PEB003)
2) Memperkuat Posisi Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 (3561.PEB.004)

g. Kilasifikasi Rincian Output (KRO): Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
(3561.PFA) dengan Rincian Output (RO) yaitu Skema Penerapan Standar dan
Penilaian Kesesuaian bagi UMKM (3561.PFA.002)
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BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam

mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai

dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi lembaga.

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berkewajiban
untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan
Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun
waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah
ditetapk an. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Direktorat Sistem Penerapan
Standar dan Penilaian Kesesuaian telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan
yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan
tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan
Standar dan Penilaian Kesesuaian  Tahun 2023.

1.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi  Lembaga yang mendukung visi dan misi
presiden , maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target
kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta  aktivitas
kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab Il. Pencapaian masing -masing
sasaran dan target yang terkait Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian
Kesesuaian yang direncanakan dalam Tahun 202 3 berdasarkan Perjanjian Kinerja,
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 111.1
Pencapaian Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
Tahun 2023
. L . %
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi ;
Capaian
1. Meningkatnya 1. Persentase SNI yang 20% 20,8% 104%
sertifikasinya
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%

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi ;
Capaian
dalam kegiatan 2. Persentase penggunaan 68% 68% 100%
Standardisasi dan SNI sebagai dasar
Penilaian Kesesuaian persyaratan regulasi
(SPK) 3. Persentase pemanfaatan 40% 49% 123%
hasil perundingan
internasional dalam
kegiatan SPK
4. Persentase Instansi 53% 90% 170%
Pemerintah dengan
tingkat maturitas minimal
2
2. Meningkatnya produk 5. Persentase produk ber -SNI 20% 20% 100%
SNI yang diekspor yang meningkat akses
pasarnya
3. Meningkatnya produk 6. Persentase kesesuaian 61% 61% 100%
ber SNI yang produk bertanda SNI
dimonitor yang memenuhi
kesesuaiannya persyaratan SNI
terhadap persyaratan
SNI
4. Meningkatnya 7. Persentase penyelesaian 100% 100% 100%
efektifitas dan efisiensi penerbitan lisensi tanda
penyelenggaraan SNI sesuai target waktu
layanan penerbitan
lisensi tanda SNI
5. Terlaksananya 8. Persentase pelaksanaan 93% 99% 106%
Reformasi Birokrasi RB Deputi Bid. PSPK di
dan Akuntabilitas lingkup Dit. SPSPK
Kinerja Deputi Bid.
PSPK di lingkup Dit. 9. Nilai Evaluasi pelaksanaan 72,5 87 120%
SPSPK . L
akuntabilitas kinerja
Deputi Bidang PSPK di
lingkup Dit. SPSPK
10. Nilai Kinerja Anggaran di 95 102,94 108%

6. Terwujudnya
pengelolaan
anggaran yang
efektif dan efisien di
lingkup Dit. SPSPK

lingkup Dit. SPSPK

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja
Penerapan Estandar dan Penilaian Kesesuaian
telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

sebagai berikut.

Direktorat Sistem

untuk masing -masing sasaran yang
. Pencapaian kinerja tersebut dijelaskan
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Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK)

Sasaran satu adalah meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK). Terdapat 4 (empat) indikator kinerja
untuk mengukur terwujudnya sasaran ke 1, yaitu persentase SNI yang ditetapkan
skema sertifikasinya, persentase penggunaan SNI sebagai dasar persyaratan regulasi,
persentase pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan SPK dan
persentase instansi Pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2. Capaian kinerja
untuk indikator kinerja tersebut melebihi 100 %. Berikut disampaikan rincian capaian
indikator kinerja sasaran 1.

Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1

Realisasi : Capaian Renstra s.d
Sl 2024 (kumulatif)

Indikator Kinerja Satuan Target %

2022 Target Realisasi % *) 2024 capaian

1. Persentase SNI % 15,2 20 20,8 105% 25% 83%
yang
ditetapkan
skema
sertifikasinya

2. Persentase % 67 68 68 100% 70% 97%
penggunaan
SNI sebagai
dasar
persyaratan
regulasi

3. Persentase % 38 40 49 123% 45% 109%
pemanfaatan
hasil
perundingan
internasional
dalam
kegiatan SPK

4. Persentase % 53 53 90 170% 60% 120%
Instansi @120%
Pemerintah
dengan
tingkat
maturitas
minimal 2

*) untuk kepentingan perhitungan rata -rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah
120%.
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Indikator kinerja  untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya
penggunaan SNI dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) terdiri
dari 4 (empat) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata -
rata capai an sebesar lebih dari 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator
kinerja sasaran 1.

1.1 Persentase SNI yang ditetapkan skema sertifikasinya

Pada tahun 2023 Direktorat SPSPK telah menetapkan target persentase SNI
yang ditetapkan skema sertifikasi nya sebesar 20%. Realisasi kinerja sebesar 21%,
sehingga capaian kinerja tahun 2023 terkait persentase SNI yang ditetapkan skema
sertifikasinya sebesar 105%. Capaian kinerja sesuai formula perhitungan indikator
kinerja dibawah ini:

Dz S Idr g ditetapkan skema sertfikasinya s.d. tahun ke -n x 100%
Dz S Mrg dijetapkan tahunn -1

Telah ditetapkan Peraturan Kepala BSN (PBSN) untuk 20 (dua puluh) skema
penilaian kesesuaian untuk 324 (tiga ratus dua puluh empat) SNI. PBSN Skema
Penilaian Kesesuaian ini menjadi acuan Lembaga penilaian kesesuaian untuk
melakukan kegiatan penilaian kesesuaian. Adapun 20 Skema Penilaian kesesuaian
dapat dilihat pada Tabel Ill.3.

Tabel 111.3
Daftar PBSN Skema Penilaian Kesesuaian

No Judul Skema Jumlah SNI

1 | Skema Bagi UMK 94

2 | Skema Pelayanan Kesehatan Hewan 1

3 | Skema Persyaratan Keselamatan Peralatan 1
Audio/Video serta Teknologi Informasi dan Komunikasi

4 | Skema Ruang Bermain Ramah Anak 1

5 | Skema Sertifikasi Indonesian Good Agriculture Practices 22
0 Tanaman Pangan
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No Judul Skema Jumlah SNI
6 | Skema Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, 1
dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan
dan Pendukung Kegiatan Pariwisata
7 | Skema Sertifikasi Kriteria Ekolabel 13
8 | Skema Sertifikasi Layanan Pembelajaran 3
9 | Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - 50
Produksi Secara Kontinu
10 | Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - 50
Produksi Secara Terbatas
11 | Skema Sertifikasi Penyelenggara Layanan Rehabilitasi 1
bagi Orang dengan Gangguan Penggunaan
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
12 | Skema Sertifikasi Produk Benang 17
13 | Skema Sertifikasi Produk Casia Indonesia 1
14 | Skema Sertifikasi Produk Geotekstil 4
15 | Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk 41
16 | Skema Sertifikasi Produk Pakaian 9
17 | Skema Sertifikasi Produk Pupuk Gipsum Buatan 1
18 | Skema Sertifikasi Produk Serat 5
19 | Skema Sertifikasi Produk Tekstil Lainnya 4
20 | Skema Sertifikasi Usaha Pariwisata 5
Grand Total 324

Dalam hal pengembangan skema yang dilakukan, telah mempertimbangkan
prioritas dalam penetapannya, antara lain pengembangan skema penilaian
kesesuaian (PK) diutamakan untuk mengakomodir SPPT SNI yang telah dikeluarkan

oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang te

lah memiliki lingkup akreditasi barang/jasa

tertentu, namun belum tersedia skema PK yang telah ditetapkan BSN. Dalam hal
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tersebut skema yang telah dikembangkan berdasarkan sumber data dari database

bangbeni.bsn.go.id antara lain:

Tabel 11l.4

Daftar PBSN Skema Penilaian Kesesuaian yang dikembangkan untuk

mengakomodir lingkup Akreditasi LSPro yang telah mengeluarkan SPPT SNI

No No SNI Judul SNI

1 SNI 6688:2011 Tekstil- Kain rajut untuk pakaian olahraga

2 SNI 56:2017 Tekstil- Kain tenun untuk setelan (suiting)

3 SNI 0051:2008 Kain tenun untuk kemeja

4 SNI 8214 1:2021 Tekstil- Seprai - Bagian 1: Mutu kain

5 SNI 8765:2019 Kain jok

6 SNI 8303:2016/A Batik cap 06 Kain & Ciri, syarat mutu dan metode

md.1:2019 uji

7 SNI8303:2016 Batik cap Kain Ciri, syarat mutu dan metode uji

8 SNI 8304:2016 Batik kombinasi Kain Ciri, syarat mutu dan
metode uji

9 SNI 8302:2016 Batik tulis Kain Ciri, syarat mutu dan metode uji

10 | SNI 0055:2013/ Tekstil- Handuk Amandemen 1

Amd1:2013

11 | SNI 0055:2013 Tekstil- Handuk

12 | SNI 8361:2017 Pakaian dalam wanita

13 | SNI 8101:2017 Pakaian jadi

14 | SNI 8098:2017 Tekstil- Kerudung

15 | SNI 8856:2020 Tekstil- Mukena

16 | SNI 7718:2019 Tekstil- Geotekstil nirtenun (nonwoven ) serat
stapel poliester dan polipropilena untuk filtrasi
dan separasi

17 | SNI 9042:2021 Kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan
kelestarian lingkungan tempat
penyelenggaraan dan pendukung kegiatan
pariwisata

18 | SNI 141:2020 Pompa air sentrifugal untuk irigasi - Unjuk kerja
dan cara uji
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No No SNI Judul SNI

19 | SNI0738:2014 Traktor pertanian roda dua - Syarat mutu dan
metode uji

20 | SNI 7590:2011 Mesin penghancur (crusher) bahan baku pupuk

organik - Syarat mutu dan cara uji

21 | SNI 141:2020

Pompa air sentrifugal untuk irigasi - Unjuk kerja

dan cara uji

22 | SNI0738:2014 Traktor pertanian roda dua - Syarat mutu dan
metode uji

23 | SNI 7590:2011 Mesin penghancur (crusher) bahan baku pupuk
organik - Syarat mutu dan cara uji

24 | SNI 2907:2008 Biji kopi

25 | SNI 2735:2014 Bibit sapi perah holstein Indonesia

26 | SNI 4869.3:2014 Semen beku -Bagian 3: kambing dan domba

Adapun faktor Pendukung dalam tercapainya kinerja pengembangan skema yaitu
tersedianya database SNI dan LSPro. Faktor penghambat dalam proses
pengembangan skema antara lain terbatasnya pengetahuan tentang penentuan

titik kritis/layanan dalam sebuah skema . Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan
kinerja pengembangan skema yaitu melakukan komunikasi intensif dengan seluruh
stakeholder terkait baik internal maupun eksternal, terutama tenaga ahli dari
lembaga sertifikasi atau industri untuk mendapatkan infor masi awal terkait alur proses
produksi dan titik kritis proses produksi/layanan yang dikendalikan.

Disamping hal tersebut dalam rangka pemastian pemahaman Industri terhadap SNI
dan skema yang dikembangkan, maka dilakukan verifikasi lapangan terhadap
Industri atau pelaku usaha penerap SNI atau yang potensial menerapkan SNI yang
dapat menerapkan skema PK  yang dimaksud antara lain yang dijabarkan dalam

tabel tabel berikut:

Tabel 1lI.5

Kegiatan verifikasi lapangan dalam pengembangan Skema Penilaian
Kesesuaian dan dukungan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

No Kegiatan Informasi terkait
1. Verifikasi Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan diskusi dan kunjungan
Lapangan kepada penyedia layanan pembelajaran (PLP) Ovick Computer dan
Skema SNI juga Lembaga Pelatihan Kerja fujiwara di Cirebon. Verifikasi lapangan
Layanan dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan
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No Kegiatan Informasi terkait
Pendidikan skema SNI Layanan Pendidikan (SNI ISO 29993:2017, SNI ISO 29994:2021,
Non Formal serta SNI ISO 29991:2020). Selain itu, kunjungan juga dilaksanakan untuk
memperoleh informasi terkait proses akreditasi pada layanan
Pendidikan non formal yang telah dilaksanakan oleh pe laku usaha
sebagai referensi penyempurnaan skema.
a . e
Verifikasi Verifikasi lapangan dilakukan terhadap instansi pengelola RBRA di
Lapangan Kota Bandung, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Skema SNI Perlindungan Anak (P3A) Kota Bandung. Verifikasi lapangan dilakukan
Ruang Bermain | dengan audiensi di kantor Dinas P3A bersama Kepala Dinas P3A Kota
Ramah Anak Bandung, serta kunjungan lapangan ke RBRA Taman Tongkeng untuk
(RBRA) melihat pemenuhan syarat SNI. Tujuan dari verifikasi lapangan ini
adalah untuk mengetahui tata cara pengelolaan RBRA serta
mendapatkan masukan terkait persyaratan dalam skema untuk
penyempurnaan d raft skema.
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No Kegiatan Informasi terkait

Verifikasi Verifikasi lapangan dilakukan pada Produsen Sirine Peringatan Dini
Lapangan Tsunami yakni PT. RISE (Rekayasa dan Integrasi Sistem Elektronika) di
Skema SNI Bandung, Jawa Barat. Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan
Sirine audiensi dengan pimpinan PT. RISE dan peninjauan proses produksi.
Peringatan Dini | Hal tersebut dilakukan untuk mempero  leh informasi mengenai titik kritis
Tsunami proses produksi Sirine Peringatan Dini Tsunami serta untuk mendapat

masukan dari industr i dalam proses penilaian kesesuaian
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No Kegiatan Informasi terkait
3. Kegiatan Kegiatan kunjungan lapangan dilakukan pada PT. Intercallin, PT.
Kunjungan Panasonic dan Juga PT. Energizer. Kegiatan kunjungan lapangan
Lapangan dilakukan dalam rangka business matching antara LSPro PPMB
Dalam Rangka Kementerian Perdagangan dengan pelaku usaha sektor baterai
Perubahan untuk mengidentifikasi kebutuhan industri untuk perubahan ruang
Ruang Lingkup | lingkup IECEE CB Scheme oleh PPMB. Hal tersebut dilakukan dengan
IECEE CB cara audiensi dengan manajemen industri baterai nasional untuk
Scheme NCB menggali informasi terkait kebutuhan sertifikasi oleh industri, serta
dan CBTL kunjungan ke laboratorium ataupun fasilitas produksi untuk melihat
Indonesia pengendalian proses produksi dan pengujian dalam rangka
pemenuhan persyaratan SNI IEC terkait baterai dan juga memastikan
kebutuhan industri yang dapat dikolaborasikan dengan perencanaan
berkela njutan NCB/CBTL di Indonesia .
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No

Kegiatan

Informasi terkait

Dengan diperkenalkannya IECEE CB  Scheme diharapkan dapat
meningkatkan pemanfaatan NCB/CBTL Indonesia serta menjadi
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